ABSTRAK

Hendi. 105261113921. tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan
Tingkatan Mahar Di Desa Parigi Kecematan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Muktashim Billah.

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri
sebagai bentuk ketulusan hati dan penghormatan terhadap kedudukan perempuan
dalam pernikahan. Islam menempatkan mahar sebagai salah satu rukun yang
menentukan sah atau tidaknya akad nikah, namun tidak menetapkan jumlah
tertentu, melainkan menyesuaikannya dengan kemampuan calon suami serta
kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip syariat menekankan kesederhanaan dan
kemudahan, sebagaimana teladan Nabi saw. yang memberikan mahar sewajarnya
tanpa memberatkan. Namun, dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih
memegang tradisi lokal yang menetapkan mahar berdasarkan status sosial dan garis
keturunan.

Penelitian ini mengkaji praktik penetapan tingkatan mahar di Desa Parigi,
Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang mayoritas penduduknya
bersuku Makassar dan masih memegang teguh adat istiadat warisan nenek moyang.
Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa masyarakat setempat menerapkan
sistem tingkatan mahar atau sunrang yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1)
keturunan bangsawan atau Karaeng dengan sunrang 28 reala, (2) keturunan rakyat
biasa atau Daeng dengan sunrang 26 reala, dan (3) masyarakat pendatang yang
tidak diketahui garis keturunannya dengan sunrang 20 reala. Penentuan tingkatan
ini dinyatakan secara eksplisit dalam ijab kabul dan menjadi syarat yang mengikat
bagi calon mempelai laki-laki, tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi
individu.

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik adat dan
prinsip hukum Islam. Dalam perspektif syariat, mahar semestinya diberikan sesuai
kerelaan dan kesepakatan, bukan berdasarkan pembatasan adat yang berpotensi
membebani pihak laki-laki. Tradisi pembagian tingkatan mahar di Desa Parigi
dapat menimbulkan hambatan pernikahan, beban ekonomi, bahkan menghalangi
terlaksananya pernikahan sesuai anjuran syariat. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap penetapan
tingkatan mahar tersebut, dengan mempertimbangkan dalil Al-qur’an, hadis, serta
pandangan fugaha, guna menemukan titik temu antara adat istiadat lokal dan ajaran
Islam.

Kata kunci: Mahar, Adat Istiadat, Hukum Islam
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